BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

N0.96, 2011 KEMENTERIAN  KEHUTANAN. Indikator
Kinerja Utama. Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.6/MENHUT-I1/2011
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan
kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan indikator
kinerjautama di lingkup Kementerian Kehutanan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan.

Mengingat . 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPIM) Tahun 2010-2014;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs
Eselon | Kementerian Negara;
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4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Pressden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 08/Menhut-I1/
2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kehutanan Tahun 2010-2014;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-I1/
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
K ehutanan:

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja
di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk menetapkan rencana kerja
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluas pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Kementerian Kehutanan 2010-2014.

Pasal 2

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluas terhadap pencapaian
kinerja dilakukan oleh setigp pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada
Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Daam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri
ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan diberikan tugas untuk :
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a. melakukan review atas capaian kinerja setigp unit kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informas yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
Kinerja;

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan
kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 4
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Januari 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 24 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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Larmparan . 1

Peratd-zr Menteri Kehutanan Republik Indoncsia

Marmnor

—

Pl

PG

. Marma Organisasi
. Tugas

3. Fungsi
Perumusan, penstapan, dan pelacsanaan kebijakan di bidang kehulenan;

.
ta.
L.
d.
B,

<. Indikator Kinera Utama

Mo

Pengeloiaan barang milik/kckayaan negara vang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kehutanan,

SMenhot-11201 &
Tangaal : 2L Janua-i 2011

¥ementeran Kehutanan
T Menyrelenggarakan urusan di bidang kehutaran dalem pomerintzhan untuk membants Prosiden dalam
mrenyelenggarakan pemerintahan nogara.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian kchutanan;
Pelaksanaan bimd'ngar teknis dan supervisi alas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; dan
Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasicnal,

Uraian

Alasan

Tatz hatas kawaszr hutan sepanjang 2500
kilomcter wang meliauti batas luar dar hatas -
fungsi kawasar hutan

Sebagai syarat terwujudnya kepastian kawasan
hutan

Wilayah kesatuan pengslolazrn huzan TKPH)
ditetapkan oi setizp provinsi dan boroparasinga :
wilayzh KPH vang Eelah’

120 KPH
direlapkar)

205

Mendukung  tehwajludnya Fit ary

cecara lestasi

peEngelolaan

Sumber Data

Dokurnen Beotita Acara Tata
Batas dan peta hasil tata
aatas di BPKH dan Direkbarat

Pengukuhan dan Pena-
tequnaan Kawasan Hutan
Bahan dan  pela osulan

penelapan wilapah Kesaluan
Pengelolaan  Hutan{kKPHY  di
[Mrektorst  Wilayan _.._m_._mm-_
wlaan dan Penyiapan Areal
I'emznfaatan Hutan

.
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b

Uraian

Cata dan informasi surberdaya hutan tersadia
sehanwvak 5 judul

Penarmbahan  Iuas  areal nmznn._n_m:m_mm djin
usaha pemanfaatan hutan taraman (HTIHTR)
s2luzs 3 7Lta ha

Alasan

Fendukung kepastian kawasan hutan

Mewuojudkan  peningkatan  produktifitas dan
kualitas hutar melalei penanaman beorazaskan

kolostarian dongan memperhatikan aspok

akonomi, sosial dan lingkungan

Penrcrhitan  Ijin Ussha Pemanfaatan Hasil
Hutan kayu Hutan Alam dan atau Bestorasi
Ekosister (IUPHHK-HA/RE) pada arezl bokas
letangan (ogoed over aroadl04) seluas 2,5
-uta ha

Produk industri hasil butan vang bersertifikat
lzqalitas kayu meeningkat sebosar S0%

Mawijudkan  produkdifitas ._“_._,._mm._.._u_.._.u.ﬂn_n__.._rmm alam
dan kcanckaragaman hayvah melalui IUPHHE-RE

Feningkatan daya saing dan ekspar kasi hutan

Sumber Data

Data dan ‘nformasi sumber
daya hutan di Direktorat
Inventarisasi dan
Permantausn  Sumber  Daya
Hutan

- Data primer dart  unit
usaha petijinan

Verifikasi datz moelalui @,

data sekundar dari
Oinashut Prov; BRFZHP

- Data primer pendecekan
langsung ke lapengan

- Citra landsat

- Direktarat  Bina Usaha
Hutan Tanaman

Tata monitaring  perjinan di
Dirckiorat BUHA

- Lembaga WVerifikasi
Legalitas  ®ey  (LVLK)
wang telah di akreditikasi
aleh KEAM

- Data kirerja industri

kehitanan DCirektorat
BPFHH
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Mo

Uraian

Alasan

Sumber Data

Jumiah  Aofspor kebakarar hatan menaren - Kebakaran huzan dar lahan masih teras

0% seliap zown, dan penurenan konflil,
perambzhan kawasan nwtan, egal logging

dan widiifo traffcing sampal denaan di balas |

dava dukung sumberdeya hulan

Populasi mnmm_mm. N prioritas  utama  vang
terancan puriah meningkst schosar 3% darn
vandisi tabun 2008 sesuai ketersediaan kabitat

cefiap tahun kingga menimbukat  baryak
kerugian dan meruai proses can Megama
tetangoa  (Maaysia, Singapura  dan Bruno

Laporan  pemantauan hot

Dzrussalam’y atas produk asap  kebakaran
hutan dan lehan yang berdampak secara’

akonomi dan <esehatan

- Merupalkan lkontrak kinerja Menteri kehutanan
dengan Presiden BRI daam ponurunan notspat
sehesar 20% portahun

Meningkatnya ancaman n_w.:._n.__”_m__.._ populasi TSL

Cditindungi dan terancam puhah Khusustya jeris

" Harimau, Gajah, Badax dan Orangutan, dan juga

ketersediaan dan kondisi habitat yarg semakin

_berkurang baik jumiah maupus kuantitassya

Rencana pengeiolaan DAS terpadu scbanyak - Pongelolaan daerah aliran sungai secara holistik

108 DAS prioritas

DAS prontas seluas 2,5 ‘uta ha

dan terintegrasi dengan melibatkar peran akbf
samud slakeholder 1erkait

Mengurangi luas lahan #:H_m.tw_nm DAS *,:_E_Hm.

dan upaya dalam menskan laju deforestast dan
degradasi butan dan lahan.

spot dari Diraktorat
Pengandalian Kebakaran
| Huzan

Laporan  pemantauan

populast spesies  prioritas
utara terancam punah dari
Direktorat Kohsaryasi
keanekaragaman Hayatl

_.m_n_.n_.a_._ vm_é_._w:.zm_: DAS
tersadu dan WPT Ditjen Bina
PLASPS

-._.n.__.._n_E: Unit  Pelaksana

Teknis Kementenan
Echutanan dan Cnas
kab/Kota wang monangani
bidang kehutaran
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poningkatar  peran sorta pelake otama dan
pelaku usaha dalam permberdayzan masyarakat

upays  ponngkatsn poran sertd masyarakat
ipelakye utamat dan dunia usaha {polaku uszha)
dalam kagiatan penutupan hutan dan lahan,

aenctapan areat kerja HKm

Na Uraian Alasan
1L I Terbangunnya Hutar kemasyarzkatan (HEm; _ Menirgkatken kesejalteraar, peran scta dan
seluas 2 iz ha i akses  masyarakar  dalam pengelclaan hutan
melglul hutan <emasyvarakatan
_d. Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha Mening«atkan keseiahberaan, _”_ma_._ soita dan
Cakses  masyarakal  dalam pesgelolaas hutan
' melzlui hulan dasa
Ipw.”...ﬂm._.__q_mmﬂm_m_w ..mmﬂq,_lm_nlm,_ml- dasar  dan Eanm:.n..m:.,.‘.m.a._mn._: input  untuk  mendukung .Am_.“__m_ﬁm:
sulvikultur, pengolahzn basil hutan, konservesi rehzhbilitast dan korservas, peningkatan
alam dan sesigl ekonom guna mendukong prodokieetas hiutan dan ~asil huta:,
penaclelaan hutan lestar schanyak 25 judul, meningkatkan dava saing produk hasil baan dan
porckevasaan  alat,  dan mendusung upaya
mitcasi dan adaptasi percbkahan iklim  serta
masukan pembuatan kebijakan
14, ._.m:um:H_._Eﬁmlm.m.._uma.mmm_:m kamitraan  rrelalui Em:@_._rmﬂ:rima.m Em_m:_m.m_m_ untuk  mendorondg

Sumber Data

L mﬂ_o_.m.n.. identifilkasi  dan

invcntarisasi dari UFT
Zantang patonsi hukzar
carnasyaraxstan  dan surat

Laparan idenlifkasi  dan
‘ventarisasi cari LPT
tentang potonsi hutan desa

dan surat penetapan  areal
kerja hutan desa

| Laporan hasil penalitian ;
Laporan  atau  cokumen |
kemiTaansjejaring kara, dan
laporan hasil pembinaan
peryuliuhan tan
: oonaembancan S

kohutanan
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m _
No _ Uraian Alasan Sumiber Data _
| I
L3 Femye-enggaraan n_m:aa_xmj dan pelatihan | Mengukur  Kiner'a  organisasi  dalam  rangka Laporar - w_m_._d..,m_m_ﬁmm_im_._._ .
aoaratur  Kermenaul  dan 50 Kehutanan | meningkatkan  koalitas S0OM dalam hal  dan kelul azan Diklat
laiomya  minimal  sebanyak  13.000  arang | kepemimpinar, keramouan Soknis  kohutanan,  Kepemimpioan, Teknis, dan
[reserta dan administrasi kehutanan Administrasi <zhutanan,

o 6. | Penanganan perkara, pemulihan  hal-hak | Mewujudsan tata husum yana mantap di bidang | Usulan  multipihak  (Kemen- .
ncgara bidang kchutanan minimal menang | kehutanan sebagai landasan untuk  menjamin | terian terkait, DPR, Tcknis
sebesar B0%: o zkhir tahun 2014 kelestartzn butan dar peningkatan kemakmuoran | Eselon [ Stakeholders)

rekyat
17. | Opini  laparen  keusngan  Kementerian | Keedibilitas  Kemenhut  yang  tercermin  dari | Gahungan laparar keuangar
Kehutanan tabunan “waiar tampa | transparansi dam akuntabilitas  pengelolaan | dari selurub Satuan Kera
pengzcualizn™ mulai laporan keuangan tahun | kewangsrn negara dalam rangka meningkatkan
211 tata kelola admiristrasi pemetintah Kermeaerhut
1&, Kclzmahan  administrasi  dan um_m:n._u.w_ﬂmmi ._,..,_mf,._E.cu_m_: Good Governance di ...._.__u_wx_ﬁ Laparan Hasil Pemcrixsaan

2011, No.96

terhadap peraturan perundangarn dilurunkan |
sampai 50%, sera potensi kerugian negara
diturunkan hingga 25%

bernerderian Kehubanan
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Laripiran @ 2
Paratu-an Menteri Kehutanan Reoublik Indcnesia

Mimar

P2 fMenhut-II52011

Tonggal : 31 Januari 2011

1. hamz Organisasi @ Dircktorat Jenderal Planologi Kehutanan
2. Tugas + Merumuskan serta melaksa-akan sabijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan rmakro Bidang

kehutanzr dan pemantapan kawsasan hutan sesugi cengan peraluran perundang-urgangan.

3. Fungsi :

d.

2,

perumusan kebijaken di bidang parencanzan makre kehutanan dan pemertapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan
oerundang-undangan;

aelaksanaan kebijakan di bidang perencanzan makro keshotanan dan perantapan kawasan hatan scsuat peraturan
ocrundang-undangan;

DeryusUnzr norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kebutanan dan pemanlapan kawasan hutan
sesuai dengan peraturan perundarg-undangan;

netmberian birbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan mak o kehutaran dan pemantapan kawasan hutan secuai
dengan peraturan perundang-undangan;dan

pelaksanaan administrasi Dircktorst lenderal Planglogi Kehutanan.

4. Trdikator Kinerja Utama

Uraian Alasan Sumber Data

1,

Data dan informasi geospasial dasar dar temmatik Pendukung kepastian kawasan haten

kehutanan terkini tirgkat nasicnal schanyak 5 daya hutan di Dircktorat

judul. Imvenlarisas dan
Pomantauar Sumber Daya
Hutan

]
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Na

2,

w

4,

——te ——

L.

Uraian

. J_: pinjam pakai kewasen huotan berlayari 100%,
secard tepal  wastu,

Fencana makro um:.u__m_m:@mm;m_m: kehutanan
schamyak 4 judul,

Tata batas kawasan hutan mm_n_m_,_._.mzﬂ. 25.000
Km, *ordivi dari batas luar dan batas fongsi
* kawasar hutan

Alasan

Meoncapal target torpenuhinya pelayanarn prima

Sumber Data

Data permohonan :.m.:. _“_#.,__.m_.al
pakal  kawasan hutan di
Direktorat  Penggunaan  ka-

[ wiasan Hulan

Sehegai arshan pe aksanaan penye engodraan
kehutanan yang merupakan  peonjabaran dard
Roncana  Kehutanar Tingkat Masional sesuai
Permonhut P42 Menhut-1E2010

Sebanai syarat tenwujudnys  kepastian kawasan
hutan

i Pervrjukan kawasan humn proving sclesai
18005,

Kepulusan Monter! Kehutanan  tentang
Penctapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Huban
selurch Indonesia can beroperasinya 131 KPH
{205 wilayah EFH warg telsh ditetzpkan).

Mendukung  terwdjudnya oengelolagn hutan
serara lastari

Mendukung  teraujudnya engelolazn bulan
secdrd lastar

Dokuren  perercanaan sek-
tor kehutanar rasional

Dokumcn Berita Acara Tata
Batas dan pota hasil tata
hatas di BPEH dan Dirckkorat
Pongukuhian  dan Fena-
tagunaan Kawasan Hutan

Data dan infarmasi kawasan
hutan  yang  akan  ditunjuk
scsuai funasinya di Dirckkora:

Pengukuhan  dan Pensta- o

gunaan kawasan Hatan

Bahan dan  pela  usulan

penctapan wilayah Kosatuan
Pengelalaan HutanikPH}  di
Direkta-at  Wilayah  Ponge
lolaan dan Penviapan Areal
Pemanrfaatan Hutan
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Lampiran : 3
Peraturar Menten Kehulanan Bepublik Indonesia
Memar @ Po & /Menbot-II2011

Tanggal :

1

21 Januarn 2011

Mama Qrganisasi @ Dircktorat Jonderal Bina Usaha Kehutanan

2. Tugas : Marumuskan serta melaksanakar kebijakan dan standarisasi teknis di bBidang bina uszha kehutanan sesua

A
b.

C.

.

2.

dengan peraturan perundang-undangan
3. Funusi :
perumusan kebijakan di oidang bna usaha kehotanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha kchutanan sesuai poraturan perundang-undangas;
pemyusunan narma, skandar, prosedar dan kritetia di bidang bina usaha kohubanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangar;

pembenan bimbingan teknis dan svaluasi alas pelaksanaen nonma, standar, prosedur, dan kriteriadi bidang bina uszha
kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
pelaksanaan administras Dircktorat Jenderal Bina Lsaha Kehutanan.

4. Ind kator Kinerjz Utama

Mo

Uraian

Areal hutan produksi tertata calam  unit-urit
pergeloiaan berupa KPHP di 18 provinsi den
usaha  pemanfaatan (ijin usabs  pemanfaalan
hasil hutan kayu-hotan alam/hutan
tanaman/IUFHHE HAMT, TUPHH bukan
kayu/IUPHH restorasi  ekosistem/IUFHH  jasa
lingkungary pemanfaatearn kawasan) & 20
[rronirsi

Alasan

Sumber Data

Belum adanyn pengclola kawasan hutan produksi
di tingkat tansk dalam  bentuk Kesatuan
Penigelolaan  Hulan  Produksi {KPHPY  sebagai
prasyarat PHPL

Data monitaring  pemolagn

pemaniaglan kawasan hutan
ci Dircetorat Bima Rencana
FPemanfaatan dan  Usaha
Kawasan
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Uraian

Produksi dan diversifikasi usaha _um_._._mi_",...ﬂm_.__
pada hutan alam produks meningkat schesar
5%, terditi dar’ hasil hutan kayo, bukan kayu,

1asa hngkunaan, dan resterasi ekosistem.

Alasan

Meanjud kar
usaha hasi
produksi

keane<atagamran  praduksi

dan | Data :
Foran  uanluk  kelestarize hutan | hutan alam di Dit. BUHA &
i data moenitoring pemanfaatan

Sumber Data

monitoring oroduksi _

HHEEKJasling di Dit. BRPUK

Penerbilan Tjira Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Mewjudkan produktifitas huten .u.:.&:ﬁﬂ__m_% Data monitoring perjinan di

Kayu Hutan alam dan atan Restorasi Ekosistem
(IJPHHE-HA/RE)] pada arcel hekas tebangan

- floggod ovor arcaL04) seluas 2,5 juta ha.

dan keanekaragaman hayatl melalui IWPHHK-RE

kinerja usaha pemanfaatan butan tanaman dan
intensitas  pemanfaatan hdan produksi
meningkat (penambahzn luas dresal |
pencadangan  iin usaha pemanfaatan hutan _
tamarman (HT1/HTR) seluas 3.000.000 ha).

Mewujudkan mmj_zmxmﬁ_m: produktifitas dan
kualitas hutan melalui penanamar beraraskan
kelestanan dengan memporhatisan aspek

akanomi, sosial dan lingkungan

Peratausahaan hesil hotan dan uran ketalanan
boralan sccara wortib sosuzi ketontuar yang
berlaku dan penodmaan negara bukan pajak
(PNEP) meningkat 1G%,

Untuk pe-baikan tata kclola scktor kehutanan
menuju kingrja ™Wajar Tanpa Pengecualian®

Direktorat BUHA

- Data primer  dari unit
usaha peritinan !
- Yerifikasi data melalai
data sekLndear dari

Dinashut Prov; BRZHP

- Dala primer pengecekan
langsiing ke lapangan

- Citra landsat

- Dircktorat  3ina
Hutan Tananan

L= |

Laporan  ponatausahaan

hasi  hutan  dan daven
k=shanar cari Dinashut
Privv./Kah/Kuta wang
mzrmmdang sekhor

kohutanan, dan Direktorat
Bina luran Kehutanan dan
Peorcdaran Hasil Hutan
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No

Uraian

Kinesjia  industri pengolahan hasil huotan
meningkat (50% produk bersertifikat legalilas
kayu).

ﬂ.__.m:._z_uxmﬁm_: daya saing dan ekspar hasil hatarn

Alasan

Sumber Data

Laporan  dari Lembags

Vorfisasi Legalitas Eawu

[LVLKE} wang telabh o
axreditikasi oleh KAN

Data  kinetja  industr
kehulanan Direlkctorat
BPPHH
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Lamoran : 4

Poraturan Mortor Kehutanan Repunlik Indonesia
Momor @ P, oo JMeonhut-152011
Tanggal ; 31 Januari 2011

1. Mama Srganisesi @ Girektorat Jerderal Perl ndungan Hulan dan Konsereas: Alam

undangan;

2, Tugas o Merumuskan serta mealaksangkan kebijzkzn dan standardisasi teknis O bidang perliadungan hulan dan
konsersasi alam sesua dengan peraturar perundang-undangan..
3. Fungsi :
a. porumusar kebifakan di bidang perlindungan hutan dar kanservasi alam sesuz peraturan perundang-
b. pelaksanaan kehijakar di bidang perlindungan hulan dan koaservasi alam sesuzi dengan peregturan perundang-uncangan;
C.  penyesunan nerma, standar, prosedur, dan kitera di bidang perindungan buetan dan kenservasi alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
d. pemberian Girbingan toknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan
perandang-undangan;:dar
e pelaksanaan administrasi Direktorat Jendaral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,

£, Indikator €incja Utama

No

L.

2.

Uraian Alasan

Sumber Data

Terbanguniya  sistetn pengslolaan BUUS | Kepasitas kelembagaan vang belum efektif untuk
kolaboerasi/ONS ataa trust fund di 4 UPT PHEA mendua<ung pengololzan kawasan konsoreasi dan
penganggdaran yangd belum memada’ sehingga
diperlukarn dukangan kerjasama dan kemitsaan
dalem pengslalaan kawasan konserve s

Konflik dan tekanar terhzcap kawasan taman | Meningkatnya ancaman torhadap kawasan taman
nasional dan kawasan konszcreas lainnya (CA, | nasional dan kawasan konscrvasi linmya (CA, SM,
5M, TB) dan HL menurer: sebanyak 544 TE) dan H.

Lapprzn ahapan pelaksans-
an pengelotaan BLU kolabo-
rasifDMS ataw trust fund daci
| Sukretarizt Direktorat
{lenderal PHEA dan Direktaral
| Kawasan Kenservasi dan Bina
Hutan Lindung

Laporan penyelesaian konflik
di kawasan konsorvas: dari
Direkforat Kzwaszn Konssr-
vasi dan Bina Hukan Lindung
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sebesar 3% dan kondisi tahun

Mo Uraian

3. Populasi spesies priortas utama yang terancsm
puriat meningkadl
2008 sesuai ketersedizan habitat

"4, | Kasus baru tindak pidara xm:_._E_._.n__._._H_.__mmm_
lngging, perembezban, perdagangan tumbuhan
darn sebwa liar (T5L) ilegal, penambangan ilegal
dan kebakaran hutan ) ponanganannya
+ tersclaikan minimal 75%.

5. 1 Hotspot (titik api] i pulaw x.,.,m..___._.:.u_._?u_ﬂ._h Puau
' Sumatera, dan Pulzu Sulawesi berkarang 204
Usetiap tahuyn

6.

" Mer ingkatnya  ponousabaan pariwisato m_m_:._
seocsar 60%: dibanding tahu- 2009,

Alasan

Meningkatrye  ancaman terhadap popualasi TSL
dilindungi dan tcrancem punah khususrya ienis
Aarimau, Gajah, Bada«< dan Orangutan, dzn juga
ketersediaan dan kondisi habitat vang semakin
berlarang haik jumlah maupun kuartitasny:

Belum  terpenuhinya
memberikan ofck jore dari ponegakan  hubkum
wrhadap kasus Spihut  schingga aktifitas ilcoal
onging dan kasus tipihut lainmya Belum n_m_n._,n
diberantas sacara tuntas

- ¥cbakaran hutan dan lzhan masih torjasi
sctin tohun hingga  meonimbulkan Zanyak
kerugian dan mcnuai protes dar Negara

tefangga (Malaysia, Singapura dan  Brunei
Carussalaw) atas  preduk asap  kebakaran
titars dan  lahan wang herdarpak  secara

ekonomi dan kesshatan
Mcrupakan kontrak kinerja Merteri ®chutanan
dengan Presiden RI da.am panuranan _._n_Hn_H

sechasar 2000 partabun :

- PMBP dari wisata alarm masih rendah
- Pengeleaan potensi wiszta 2lam den jasa

lingkungan di  kawasan kKenservasi  barupa
deta, informasi den promosi yang belum
antimal

Sumber Data

Laproran [rEmantauan
popLlasl  spesies  priorilay
utzma terancam punah dan
Direktarat Konsorvas: |
Keanekaragaman Hayati

rasa keadilan dan tidak -

Laporan tindak  pidana
kehutanan  dar Direktorat
Penyidikan dan Pencamanan
Hutar

Laparan  pemertauan oot
spot deri irekorat
Pongendalian Kebakaran
Hutan

Laporan polaksenasn pengu-

sahaan wisata alam  {IPPA)

dari Direktorat Pomantaatan
Jasa  Lingkunoan Kawasan
KO NS asi dan

Hutan
Lindung i
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Uraian

Alasan

Minat investor dalam pengusahaan pariwisata
alam  kawasan konservasi belum maksimal
karena peraturan perundang-undangan yang
mencatur  kegiatan wisata alan  dan  jasa
lingkungan kelum mantap schingga perlunya
penyempurmaan dan peorbaikan regulasi yang
dinilai sudah  tidak  sesuai dengan
perkembangan saat ini

Sumber Data
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Lampiran : 5

Peraturan Menlen Kehutanan Republik Indonasia
Momor - Foo& Menhuot-TI2011

Tanggal ; 2= Januari 2011

|. Mama Organisasi : Direktaraf lenderal Bina Pengeloizan DAS aan Pernutanar Sosial

2. Tugas © Merumuskan can melaksanakan kehijakan serta standardisasi tekris di Bicang pengelolzan daerah aliran

sunna’ dan perbutanan sosial sesual dengan peraturan perandang undangan,

3. Furgsi :

4, Indikator Kinerja WHama

A, perumusan kebijakan di bdang pengeloaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

b, pelaksanaan kebijakan di picang peongelolaan daerah gliran sungai dan pernutanan sosial sesuai dengan  peraturan
perundand-undandan;

£, penyusunan norma, stander, prosedur, dan kriteria di bidang pergclolaan deerah aliran sungai dan perhutaran sosial sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

d. p=mberian bimbingan texnis dan evaluas: di bicang pengelolaan dacrzah aliran sungai dan perhutanan sosial scsuai dengan
paraturan perundang-undangan;dan

e, petaksangsn adminisrasi Direkloral Jendearal Bina Pengelolaan Dacrah Aliran Sungal dan Perhulanan Sosial,

No Uraian m Alasan Sumber Data

1. | Tamaman rehebilitasi hatan dan lahan  kritis fﬂm_.___,uu_:_.m_._._@_ luas laban kritis pada DAS pricritas " Laporan Unit Pelaksana Teknis
termasuk huten mangrove, panlai, gambul dan dan upaya dalem menckan laju deforestasi dan Kementerian  Kehutanan  dan _

renwa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta na. degradasi hutan dar lahan. Dinas kKab/kota yang
menangani bidang kehutanan
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No |

Uraian

Alasan

Sumber Data

Terbangunnya Hutan kamasyarakatan (HEm) -

car HMutan Desa (HD} salues 2,5 juta ha.

Meningkatkarn  keszjahkteraan, peran seta dan

Laporan identifikasi dan |
inwentarsasi dari UPT rentang
prtensi hutan kerasyarakatan

surat  penctapan aresl

Terbancuennya Hutan rakyat kemitraan scluas
250,000 ha

Terbanaunnys sumbaor benih baru scluas 6,000
ng, dan pencelotaan arcal sumber benik vang
talah aca seluas 4,500 ha.

Rencana pengelolaar DAS terpadu scbanyak
108 unit DAS prioritas

masyarakat/ -

zhses  masyarakst  dalam pengelolaan hotan
rmelalui hutan <emasyarakatan dan hutan desa

dan

ketrja HKm
Menumbuhkembangkan  usaha  hutan rakyat Mol antara
dargan  mengikutsertzkan  peran  stakeholder

khususnya mitra pengusaha, darn meningkatkan
kesejahteraan rasyarakat

Mendapatkan  benih ya
jimlak  wang  mermada’
polaksanaan REL

uhtuk  mendukung

Pongelolaan dacrah aliran sungai secara holistik
don terintegrasi dengan mebbatkan peran aktif
a2mua starehalder terkait

vang  borkualitas  dalam

petani pengelola dengan mita

Laporan  pengelelaan dan
aenctapan dari Balai
Ferboninan Tanaman  Hutan,
Ditjen Binag PDASPS

Laporan  ponyusunan DAS
terpadu dari URT Ditjon Bina
FDASPS
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Lampiran : &

Peraturan Montcr ¥shutanan Republiz Indoresia
Momor <P & Menbat-IL2011

Fangga: @ 51 Januar 2011

L. Mama Orgariszsi @ Badan Penclitian dan Pengembangan Kehutanan
2. Tugas  Menyelenggarakan penglitian dan pengambargan di bedany kehutanan termasuk penyebarluasan hasil -
hesil penelitian dan pergembzrngan kepada pengguna baik internzl maspun ckstermal Kementerian

Kehutzran
3. Fungsi ;

a. Pclaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;

b, Penyusunan kebijakan teknis, rencana dzn pragram penclitian dan pengembangan di bidang Kehutanan;

C. Pemantauan, evatuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penalitian dan pengembangan Kehutanar;
d. Pelzksznaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kshutanan.

4, Indikator kinerja Utama

o Uraian

1. | Iprek dasar dan terapan yang dimanfaatkan alch
| pengguna dibidang kanscrvasi dar rehabilitasi
| sebznyak 7 judul !

pengguna dilidang nroduktifas hutan schenyak
& judul

‘3. | Iptek dasar dan terapan veng dirmanfaatkan alch
penggunda  bidany  keteknikan  kehuetanan dan
pengolahar basi hutan seharyak S judul

Alasan Sumber Data

Penyedioan  iptek  untuk Em:.“_.:.xr:.m_.- kegiatan Lzporan hasil nm:m__:m_:.__,,.q__.mmw
rehabilitasi dan konsersas lapangan, laboratorium  dar
referensi lmiah)

Penyediaan ipte< untuk mendukung peningkatan
produkiivitas hutan dan hasil hutan bukan kayu
(HHEK)

Fomyediaan iptok untuk _._._o:_nmxmﬁﬂ: ..“_ﬁ.._.____qm_|mm=5.
produk hasil hutan dan perekayasaan alat
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~ B - R — - -

. Uraian Alasan _ Sumber Data

|
——

4, m.HHmr dasar dan tcrapan ,_,m..:m dirmanfaatkar oleh  Penyediaan __ummr urtuk Emzn_,_x_._:_u upaya
oergguna  ditidang  percbahan  iklim dan ~ritigasi dan adaptasi perubahan iklimo serta |

ikabijakan kehutanan sebanyak 7 udul. masukan pembustan kebijakan

2011, No.96
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Lampiran : ¥

Paraturan Mentori Kequtaran Republik Indonesia
Momor P & /Mensut IL2011
Tanggal @ 3lJanuar 2011

1, Mama Qrganisosi
2. Tugas :
3. Fungsi :

¢ Badar Penyaluhan dan Pengermbangar SDM Kehutanan
Melaksanakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangar Sumber Dava Manusia kehutanan.

a. penyusunzn kebijakan teknis, programa, rencana, dzn program o bidang penyuluhan dan pengemrbangan sumber daya

manusia kehutanar

b. peleksanzan tagas di bidang penyuiunan dan pengembangan surnber dava manusia kehutanan sesual peraturan perundang-

undangar;

€. pemberian aimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peryuiuhan kehulanan;
d. permantauan. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bideng penyuluhan dan pengembengan sumber daya marusia

kehutanan; dan

2. nelaksanaan administrasi Badan Penyulunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan,

4, Incikator Kinerja Utama

No Uraian

- peningkatan peran scrta pelaku  utama

i Alasan

1. Terbentuknya G0 rmammmuz._m karnitraan melalui

dan

pelaku usaha da'am pemberdayaan masyarakat

2. | Terhentuknys 500 kelompok
| produstif mandiri

_

masyarakat

Sumber Data

Mengukur kinerja arganisasi untuk mendorong | Laporarn  ataw  dokumcn
Upaya peningkatan poran serta masyarakal | kemitraanfejaring keriz,
{pelzku utama) dan dunia usaha (pelaku usaha) * dan laporan hasil
dalam kegiatan penutupan hutan dan lahan. pembinaan pemyulchan dan

pengembangan sOM

Kehutznan
Mengukur  kinciia organisasi dafam rengka Laporan pelaksanaan
Fasililas  terbentukrya  kelompos  masyaraka:  kegiatan kelarrpok
produktit mandini (KUF, SPEF) masyarakat aradukbf

mandiri, dan laporan _hasi


http://www.djpp.depkumham.go.id

22

2011, No.96

MNo Uraian

3. | Sortifikasi pemyulub kehutanan sebanyak 1.500
- orang

4. Pendidikan dan ._“_m_m_u.:_m_:l.mnm_.mn,.c_. Kemanfut
| dan DM kehutanan lainnya minimal sebamyak
150 arang

5. | Pendidkan menercan  kehutznan seharnyak

_ 1.440) orang _
| |

c_mzm_:_.nzﬂ- kinerja

Alasan

organisasi  dalam  rargka
fasilitasi tersclenggaranya wjian sefifikasi profesi
peryutuh kehukanan

rmenirgkatdan  koalitas  SDM dalam hal
keporimpinan,  kemarmpuan  toknis  kehutanarn,
dan adminstrasi kehutanan

kchutanan  wang  sefama  ini kurang  untuk
perbinaan dan perlindungan hutan

Sumber Data

“pembiraan penyuluhan dan

pengermbangan S0
Kehutanan
Laparan pela ksanaan

kegiatan penvelznggaraan
vjian sertifikasi

Laporan  penyelenggaraan
dan «zlulusan Diklat
Kepemimpinan, Tcknis, dan
Administrasi kehutanar.

penvelenggaraan |
Menengat |
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Lampiran ; &

Poratuman Montor Kehutanan Republik Indonasia

Mearnor
Tanggal

L. Mama Greanisasi
2. Tugas :

DPo B Menhut-TL2011
21 Januari 2011

3. Furgsi '
pamyizpan perumuszn kebijakar pencawasar intern di lingkungan Kementerizr Kehutanan;

4. Indikator Kinerja Utama

No .

CH
b.

C.
il

pelaksanaan pongawasan intorn di lingkungan kKementerian Kehutanan terhadaa kinerja dan keuangan melalui audit, roviu,

Inspcktorzt Jonderal Kementerian Kehutanan
Melaksanakan pengawasar interm di lingkunoan Kementarien Keholanan.

avaluasi, pemantauan, dan kegialan pengawasan lainnya;

pelaksanasn pendawasan untuk tujuan tertentu atas ponugasan Menter Kehutanan;
peryusunan laporan hasil pongawasan di lingkungan Kementerian Kehutanan;dan
pelaksanaan vrusan adrnistrasi Inspektorat lenderal,

Uraian

Alasan

Kelemahan  administrasi  diturunkan  sampzi
50%: dari tahun 2009

Pelznggaran terhadap persturan ocrundangan
borkurang sampai 50% dari tanhun 2009

Hambatan  kelancaran  pelaksanaan
berkuang kingga 50% dari tahun 2009

kugas

Potonsi korugian neogaora dapat  ditdrunkan
hingga 25% dari temuan tanun 2006- 2009

Agar pergelolaan administrasi, keuangan dan
Bargrng Milik Megara menjadi lerib dan dapal
dipertanggungjawahkan

Agar ouditan memperoleh informasi bBorupa
langkah-langkah  perbaikan  kinerja  untuk
meningkatkan  efekfifitas,  efisiensi dan
koeckonomisan  pelaksanaan fungsi, program
dan kegiatar

Agar pelaksanaan program dan kegiatan taat
peraturan dan ketentuan yang berlakd

Agar pelaksanzan menitaring dan evaluasi
tuoas dan fungsi berjalan dengan efekt§

Sumber Data

. ) ._
Laparan Hasil Audit |
Kinerja
Laporan  Rewia  Laporan
Fouangan
Laporan  Hasil  Audit
Irwesticlasi
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Uraian . Alasan Sumber Data
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- Untuk memperalzh o informasi,  menganalisa
dan mengevaluasi atas xasus oclanggaran dan
pengaduan  masyarakat  yang  berindikasi
korupsi, kotusi, dan nepotisme

- Untuk meningkatkan  kuzlitas laparan
keuzngen  Kemerhut  yang  dikarapkan |
mempercleh opini Laporan Keuangan Wajar
Tanpa Pengzcualian,
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Lampirar ; 9

Peraturan Merteri Kehutanan Republic indonesia
Momar © P & Menhut-[1/201 ]
Tanggal : 21 lanuari 2011

1. Mama Organisast @ Sekretariat Ienderal Kementerian Kehutanan
2. Tugds : Melaksanakan koordingsi pelaksanaan lugey, pembinazn can pembadan gakungan administrasi kengda
scluruh unit arganisasi di lingkungan kementorian Kehutanan..

3. Fungs] :

a. koordinasi kegiatan Kemenmerian Kehutanan;

b. keoordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kehutanan;
€. pembinazn dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
arsip dan dekamentasi Kementerian Kehutanan;

d. pembinaan dan penyelenggargan Qrganisasi dan tata laksana, karja sama dan hubungan masyarakat;

g, koordinasi dan penyusunan peraturan perandang-undangar dan bantuan hukum;
Il penyelengearsan pengelolaan barang milik/kekayvaan Negara;dan
0. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

4. Indikator Kinerja Utarma

| Mo Uraian

tabunan  “wajar tanpa  pergecuslian”

per tahun.

L Opini “mn_c._‘m: keuangan Kermenterian Kehutanan

l[aporan kewangan tahun 2911 schanvak 1 judu

2. ?u_ﬁm_.:m.m__.m: n_:_.m_jm_.._.ﬁ__._lﬁm_:n sebanyak B9 :
dnit perusahaan terseiesaikan sebasar 50%

Kedibilitas

Alasan

Sumber Bata

kemenhut  yang  ftercermn dar
tramsparansi dan akuntabilitas  pengelalaan
kouangan negara dalam rangka  meningkatkan
tata kelola administrasi pemerintah Kermenhit

| fahungan _“wno_m: keuangan

dari sclurub Satuan Kerja

Setiap  pivtang  negara  wajib diselesaikan
seluruhnya dan hasus topat wakiu sesuzi amanal
UU Momor 1 Tehun 2004

v Lnigk  piutang/pinjarnan

HT nata  dari bank :

penyalur @ BMNI, BRL dan

N oL Bank Mandi
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Uraian

Alasan

Sumber Data

Pencapaian sasaran strategiz minirmal 93% i
aksir 1abun 2014

Menjadi instrumen kKeuarngan nm_mi.mn:nmmm_._m_A
saseran pembangunar: kehutanan

26

Terselzsalkannva status pencatatan BMMN eks | Berdasarkan Kepmenhut Momor 5B/ Kpts-11/ 2001
Kantor Wilayah Fermenterian Behulanan di 15 tanggal 12 Maret 2001 bahwa asset eks Kanwil

PN

Dephwat  selain Jabar, Jateng dan Jatine tetap
menjadi  milik  Dephot, tetapi pada beberapa
provingt  asset  sks Kanwil  Dephut ersebut
dikLasal denfatau dicatat cleb Pemda Provinsi

Prasarat pengemoarngan  kapasitas dan karir

Penanganan per<ara, pemulinan hal-hak negara
bidang kehutzrnan mirimzl menang  sebecar
Bl%n ol akhir tabun 2014

pegaviai minimal t2ipenahi 95%

Mewujudkan tata hukem yang Em_#m_m.‘..._.. oidang
kehutanan sebagal landasan  untuk  menjamin

kelestarian hatan dan peningkartan kemakmuran
rakyat

« Kredit/piutang  KUK-DAS,
KUHR dan EUPA data dard
BN E Pembangunan !
Daerak

Dokumen BEA-KL dan DIPA

i Laporan Baranc Milik Daerah
| Pomda Provinsi den Laporan

BMMN Kemenhut

Usulan  multipihak _,xm_:m:.l
terizn terkait, 1OPR, Teknis

Esclan I, Stakcholders)

Meningkatkan motivasi kera indidu PHS dan
kinarja unit organisasi

2011, No.96

Meaningkatnyz citrz positit Kemenhut  sebesar

104 per tehun

Tidak semua pihak  (Lembaga  Porcrintzh,
lembaga Tinggi Meqara, LSM. Ormas, Asosiasi,
Masyarakat Adat, Perqurian Tinggi, Media Massa)
memahami dan meandapatkan informasi tentang |

«ghijakan dar progres nembanguran kehotanan |

s an v_.om.mm kepeqawaian

masing-masirg unit aselon

dan UPT Kemenhut

1, DIPA Humas Kehutanan .
Tahun 2011, _

2 Anzlisis harita-nerts
kohutanan dari media
massa  yang  dizkukan
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Sumber Data

oleh Pusat Humas pada |

Tahun 2010 menumjukkan
3% berita beorsifat
positif, 35% berita
bersifat negatif dan 2%
berita bersifat netral.

Usulan multipinak
{pelznggan) vang ditetapkan
dalam bentuk program

nasional perumusan standar

_ Na Uraian Alasan
baik yang sudab dilakukan, yang akan dilakukan, i
varg sedang dilakukar dan latar belakang serta
tujuan kebijakan tersebut, Harapannys dengan
dipahami  kebijakan pembangunan  kehutznan,
para  pihak dapat  ikut  berpartisioasi dan
mendukung program pembangunan kehutanar.
8. | Rencangan stendard ??.:&._.L_.n.na: ._ﬁ.z“_ ?__H..:_._.—r.h._“.::_ dasar anluk merningkatkan kualitas
i kehutanan, pedoman pengelalaan lingkungan der daya saing kehulanan
+ dan porubahan iklim 35 judul
_
s Eerjasama har hilateral sebanyak 5 negara dan | Menipekan komitmen  irternasional  dalam

multipihak sebanyak 3 lembaga

10, Tersusenmya

FenCang

pembzngunan kehutanan 4 regiona

kawaszn can

pengelolazn hutan lestan o Indonesia

Dokumen korjasama antara
Pemerintah RI dengan mitra
internasional

.?;m:_rm.rmmw.w.: nlegrasi, sinkrorisast dan sinerji

rcncana  pembangunan <ehutanan i tingkat

reqichal

Rencana kerja pembargunan
kehulanan  regioral  dan

- laaorar, evaluasi
pembanguran kehuranan
regional

S N
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11.

incust 1 (BT, Futan lanaman Rakysl CHTRY dan
U hukar rakwgt seluas 400,000 ha,

r -|-.

Alasan Sumber Data

_c_iﬂﬂm:_éi_ﬂ: behan Caku sebagsi daya  TUPHHK-HTR,,  TUPHHE-HTT
cukung  Indastdi kelictanan dan o oeninckatan  dan proposal piniarman
kescjahterasn masyarakar di sckitar Aucan

MENTERI KEHUTANAN
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